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ABSTRAK 

Akad nikah via online merupakan sebuah bentuk pernikahan yang pelaksanaan 

ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas dengan memanfaat kan 

media online. Pelaksanaan akad nikah via online dianggap kurang lumrah oleh 

masyarakat karena pada umumnya proses perkawinan yang dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia dilaksanakan dalam satu tempat yang telah disepakti bersama 

atau dlama hal ini pelakasanaan akad nikah dilaksanakan secara offline. Hal ini 

memunculkan permasalahan mengenai bagaimana hukum akad nikah yang 

dilakukan dengan media online. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut 

dua lembaga fatwa di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah 

dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa berkaitan 

dengan hukum akad nikah via online. Landasarn dasar yang digunakan kedua 

lembaga tersebut sama, akan tetapi mengahsilkan putusan yang berbeda. Oleh 

sebab itu perlu adanya studi lebih lanjut untuk menjelaskan tentang penyebab 

perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan 

Lemabaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum akad nikah via online. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustkaan (Library Research)  yang 

bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian ini mengkaji kedudukan akad 

nikah via online berdasarkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan 

Lemabaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Penelitian ini dikaji menggunakan 

teori adamu wujūdi  an-naṣ fi al-mas’alah, yaitu tidak adanya dalil dalam sebuah 

masalah/kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat 

antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan lembaga Bahsul Masail 

Nahdlatul Ulama pada hakikatnya didasari karena tidak adanya nash yang 

menjelaskan tentang akad nikah via online serta tentang ittihad majelis, sehingga 

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamamadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan konsep ittihad majelis. Majelis Tarjih 

dan Tajdid Muhamamadiyah menafsirkan konsep ittihad majelis sebagai 

kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail 

Nahdlatul Ulama manafsirkan konsep ittihad majelis sebagai kesatuan tempat dan 

bukan semata-mata kesatuan ucapan. Hal ini berimplikasi kepada hukum akad 

nikah via online, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamamdiyah mengaggap sah 

akad nikah via online dengan alasan semua rukun dan syarat nikah terpenuhi. 

Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengaggap akad nikah via 

online tidak sah dengan alasan syarat Ittihad majelis tidak terpenuhi. 
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MOTTO 

 

Rule number one always have fun, Rule number two 

listen to rule number one 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan komunikasi sangat pesat dan memudahkan 

kehidupan manusia. Sebagai contoh munculnya internet, telepon, teleconference 

dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi memunculkan fenomena baru 

berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah pelasanaan akad nikah via 

online. Pelaksanaan akad nikah via online ini biasanya dilakukan karena beberapa 

alasan, salah satunya karena calon mempelai terpisah jarak yang cukup jauh. 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam 

Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.1 

Dalam hukum Islam sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila telah sesuai dengan 

rukun dan syarat perkawinan. Secara umum rukun perkawinan ada lima yaitu: 

adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi (pria) dan shigat 

(akad).2 Sedangkan syarat perkawinan adalah beberapa hal yang harus ada dalam 

masing-masing rukun perkawinan. Sebagai contoh bahwa dalam akad nikah 

dipersyaratkan harus dilaksankaan dalam satu majelis.  

 
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1). 

2 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, alih bahasa Faisal Saleh, cet. ke-2 (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2017), V: 28. 
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Dalam Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu dijelaskan berkaitan dengan satu 

majelis bahwa jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", 

atau seorang wali berkata “Aku menikahkanmu dengan putriku,” lantas pihak yang 

lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan 

perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru 

mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah.3 Hal ini menunjukkan 

bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak 

pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak 

kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada 

atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.4 

Adapun akad nikah online diartikan sebagai suatu bentuk pernikahan yang 

transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang 

terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online). Dalam 

pelaksanaan akad nikah online antara mempelai lelaki dengan mempelai 

perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu 

tempat. Maka untuk menyiasati hal tersebut digunakanlah bentuk visualisasi dari 

kedua belah pihak, yaitu melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, 

webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.5  

 
3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Khattani, 

dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), IX: 56. 

4 Ibid. 

5 Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum”, Jurusprudensi, Vol. 5: 1, (Juni 

2018), hlm. 178. 
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Pelaksanaan akad nikah via online sudah beberapa kali terjadi di Indonesia 

seperti pada kasus yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1989 yang dilakukan oleh 

pasangan Aria Sutarto dengan Nurdiani. Mereka melangsungkan akad nikah dari 

dua negara berbeda. Aria Sutarto berada di Amerika Serikat dan Nurdiani yang 

berada di Indonesia.6 Hal serupa juga terjadi pada pasangan Syarif Abdurrahman 

Achmad dan Dewi Tarumawati pada tahun 2006. Pelaksanaan akad nikah dilakukan 

dengan layanan teleconference dari Indosat yang mana pada saat pelasanaan akad 

mempelai laki-laki berada di Pittsburgh, Amerika Serikat dan mempelai perempuan 

berada di Bandung, Indoensia.7 

Pada tahun 2007 terjadi juga pernikahan yang memanfaatkan teknologi yang 

terjadi antara pasangan Sirojuddin Arif dan Hakimatus Sa’diyah. Keduanya berada 

di Oxford sedangkan wali mempelai perempuan berada di Cirebon.8 Beberapa 

kasus lain juga pernah terjadi pada tahun 2020 antara pasangan Kardiman bin 

Haeruddin yang berada di  Bajoe, Sulawesi Selatan dan mempelai perempuan yang 

berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara.9 

Pelaksanaan akad nikah via online dianggap kurang lumrah oleh masyarakat 

karena pada umumnya proses perkawinan pada masyarakat Indonesia dilaksanakan 

 
6 Wardah Nuroniyah, “Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab 

dan Hukum Positif Indonesia”, Makhamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2: 1, (Juni 2017), hlm 

147. 

7 Muhajir, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 

Tentang Perkawinan Melalui Telepon”, Al-Qadha, Vol. 5: 1, (Juli, 2018), hlm. 11. 

8 Ibid. 

9 Ahmad Akbar Fua, “Viral Sepasang pengantin Menikah Via Video Call Gara-Gara Virus 

Corona”, diakses dari https://www.liputan6.com/regional/read/4211432/viral-sepasang-pengantin-

menikah-via-video-call-gara-gara-virus-corona, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 04. 24. 

https://www.liputan6.com/regional/read/4211432/viral-sepasang-pengantin-menikah-via-video-call-gara-gara-virus-corona
https://www.liputan6.com/regional/read/4211432/viral-sepasang-pengantin-menikah-via-video-call-gara-gara-virus-corona
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dalam satu tempat yang telah disepakti oleh kedua belah pihak baik dari pihak calon 

suami maupun calon istri. Hal ini memunculkan permasalahan mengenai 

bagaimana hukum akad nikah yang dilakukan dengan media online. Sebagai 

respons terhadap permasalahan tersebut dua lembaga fatwa di Indonesia, yaitu 

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 

Ulama, mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hukum akad nikah dan memiliki 

pendapat yang berbeda. 

Berdasarkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang 

disidangkan pada Jumat, 16 Jumadats Tsaniyah 1429/ 20 Juni 2008 dijelaskan 

bahwa akad nikah dianggap sah  jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Maka 

akad nikah via online hukumnya sah karena dalam akad tersebut semua rukun dan 

syarat perkawinan telah terpenuhi termasuk persyaratan satu majelis.10  

Adapun dalam Keputusan Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyyah Muktamar 

Nahdlatul Ulama XXXII 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Maret 

2010, dijelaskan bahwa pelasanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah 

karena  ketidakhadiran saksi dalam majelis dan akad nikah yang dilakukan melalui 

alat elektronik tergolong kinayah (samar).11 

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penyusun mengangggap 

penting melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan membahas 

 
10 Fatwa Tarjih Muhammadiyah, disidangkan pada Jumat, 16 Jumadats-Tsaniyah 1429 H/ 

20 Juni 2008, Tentang Akad Nikah Via Video Call. 

11 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama, (Jakarta: 

Sekretarian Jendral PBNU), hlm. 195. 
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menganai Hukum Akad Nikah Via Online (Studi perbandingan Fatwa Majelis 

Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang 

dibahas sebagai berikut: 

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam 

menetapkan fatwa tentang hukum akad nikah via online? 

2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 

dalam menetapkan fatwa tentang hukum akad nikah via online? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam 

menetapkan fatwa tentang hukum akad nikah via online. 

2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 

tentang hukum akad nikah via online. 

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun 

secara praktis bagi seluruh masyarakat. 
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1. Secara teoritis 

a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga 

Islam, khususnya persoalan akad nikah via online. 

b. Memberi kontribusi bagi kemajuan pemikiran hukum yang progresif 

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapakan bisa menjadi bahan referensi dalam menyikapi 

maslaah akad nikah via online yang ada di lingkungan masyarakat secara 

umum. 

b. Mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi 

pemahaman hukum Islam klasik. 

D. Telaah Pustaka 

Sepanjang penulusuran yang penyusun lakukan, ditemukan beberapa literatur 

baik berupa jurnal, maupun skripsi yang membahas tentang akad nikah via online 

dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa litelatur tersebut sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh  Fatah Zukhrufi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi atas Pemikiran 

Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research) yang mengkaji karya MA. Sahal Mahfudh tentang 

akad nikah via net meeting teleconference. Adapun kesimpulan dari skripsi ini 

adalah berdasarkan pendapat K.H. M.A. Sahal Mahfudh bahwa akad nikah melalui 

net meeting teleconference hukumnya tidak sah, karena beliau beranggapan bahwa 

suatu pemikahan khususnya dalam masalah akad nikah berbeda dari akad-akad 

yang lain. Akad nikah merupakan akad yang agung, suatu akad yang menyatukan 



7 
 

dua manusia untuk menjadi pasangan suami istri dengan harapan keduanya dapat 

menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan menurut 

penulis (Fatah Zukhrufi), permasalahan yang menjadi kehati-hatian beliau terlalu 

kaku, sehingga rujukan dalil seperti fiqih kurang begitu berkembang untuk 

diterapkan di zaman sekarang dan masa depan. Seharusnya fiqih harus dipandang 

relevan dan harus berkembang sesuai keadaan dan perkembangan zaman. Untuk 

itu, dalam mengambil suatu keputusan hukum, harus mengetahui terlebih dahulu 

penyebab-penyebabnya dan dampak dari putusan tersebut, dan terpenting lagi 

mengetahui rujukan-rujukan yang pasti dan tidak keluar dari kaidah syara'.12 

Skripsi yang ditulis oleh Ricki Ahmad Faisal Mukhtar dengan judul “Akad 

Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan 

Huzaimah Tahido Yanggo dan M. A. Sahal Mahfudh). Penelitian ini merupakan 

penelitian pustaka yang mengkaji kedudukan akad nikah melalui media komunikasi 

dalam hukum Islam berdasarkan pandangan Huzaemah Tahido Yanggo dan M. 

Ahmad Sahal Mahfudh. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini 

adalah menurut Huzaemah Tahido Yanggo akad nikah melalui media komunikasi 

hukumnya sah dan diperbolehkan. Sedangkan menurut M. A Sahal Mahfudh akad 

nikah melalui media telekomunikasi hukumnya tidak sah karena beliau 

beranggapan bahwa akad nikah merupakan akad yang sakral berbeda dengan akad-

akad yang lain. Perbedaan pandangan terletak pada konsep ittihad fiil majelis dan 

kesaksian. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo saksi itu bisa lebih dari dua 

 
12 Fatah Zukhrufi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Teleconference 

(Studi Antas Pemikiran Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Sunana Kalijaga, (2012) 
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sehingga memungkinkan membagi para saksi pada dua tempat majelis dengan tidak 

menghilangkan urgensi kesaksian serta pencatatan perkawinan. Sedangkan 

menurut M. Ahmad Sahal Mahfudh, media telekomunikasi ataupun alat komunikasi 

lainnya itu masih meragukan, sehingga tidak bisa menjamin sebagai pembuktian 

pernikahan. Beliau berpendapat bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan 

suci sehingga harus dilaksanakan dengan baik dan aman.13 

Artikel yang berjudul “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon”, ditulis oleh 

Muhajir dalam Jurnal Al-Qadha. Artikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon. Adapun 

kesimpulan dari artikel tersebut adalah penulis menggagap bahwa pernikahan 

melalui telepon tidak boleh dan tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan 

hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengesahkan 

nikah lewat telepon No. 175/P/1989 tanggal 20 April 1990 merupakan preseden 

yang buruk bagi dunia Peradilan Agama di indonesia, karena melawan arus dan 

berlawanan dengan pendapat mayoritas dari dunia Islam. Penetapan peradilan 

agama tersebut hendaknya tidak dijadikan oleh para hakim pengadilan agama 

seluruh Indonesia sebagai yurisprudensi untuk membenarkan dan mengesahkan 

kasus yang sama.14 

 
13 Ricki Ahmad F. M, “Akad Nikah Melalui Media Telekomuikasi (Studi Perbandingan 

Antara Pandangan Huzaimah Tahido Yanggo dan M. A Sahal Mahfudh), Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017) 

14 Muhajir, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 

Tentang Perkawinan Melalui Telepon”, Al-Qadha, Vol. 5: 1, (Juli, 2018) 
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Artikel yang berjudul “Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call 

Perspektif Maqoshid al-Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan” yang ditulis oleh M. Misbahul Amin dalam jurnal Usratuna. Artikel 

ini mengkaji tentang akad nikah menggunakan video call yang dianalisis 

berdasarkan perspektif Maqosid al-syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam 

perspektif maqasid al-syariah, akad nikah dengan media video call pada masa ini 

dapat dibenarkan, namun dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi seperti 

alat yang dipakai dan jaringan yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk 

berhubungan sehingga tercapai maqshad realtime. Bahwa salah satu metode 

Maqoshid adalah membedakan antara maqshad dan wasilah. Ketentuan Ittihad al-

majlis dari pendapat para ‘ulama madzhab menurut penulis adalah wasilah untuk 

maqshad dari tidak adanya kemungkinan ghurur dalam akad. Sedangkan dalam 

perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, nikah dengan 

media video call juga dianggap sebagai perkawinan dalam kacamata perundang-

undangan, selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau 

karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena bertujuan mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu 

pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.15 

 
15 M. Misbahul A, “Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif 

Maqoshid al-Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Usratuna, Vol. 

3: 2, (Juni, 2020). 
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Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

khususnya penelitian-penelitain yang disebutkan di atas adalah penelitian ini 

menggunakan variable pembanding yang berbeda yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.  

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori atau landasan teori merupakan teori-teori yang relevan  dengan 

masalah yang diteliti dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan 

diteliti. Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah 

yang diajukan serta sebagai penyusun instrumen penelitian.16 

Berdasarkan penjabaran pada rumusan masalah maka penyusun menggunakan 

teori adamu wujūdi  an-naṣ fi al-mas’alah untuk menganalisis pokok permasalahan 

dalam penelitian ini. Menurut Mustafa Said al-Khin adamu wujūdi  an-naṣ fi al-

mas’alah atau tidak adanya nash dalam suatu permaslahan  merupakan salah satu 

penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Hal ini terjadi 

dikarenakan ada beberapa permasalahan baru yang muncul dan tidak ada penjelasan 

dalam nash baik dalam al-quran maupun dalam hadis. Pada dasarnya nash itu 

bersifat terbatas, akan tetapi masalah-masalah baru terus bermunculan sesuai 

dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang meyebabkan para ulama berbeda 

pendapat dalam memahami suatu permasalahan.17 

 
16 Dominikus Dolet U, Metode Penelitian Kuantitatif, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11. 

17 Mustafa Said al-Khinn, Aṡar al-Ikhtilāf fī al-Qawaid al-Usuliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqaḥa, 

(Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982), hlm. 110. 
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Penyusun menggunakan teori adamu wujūdi  an-naṣ fi al-mas’alah dalam 

penelitian ini karena permaslahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan 

permaslaahan  kontomporer yang belum terjadi pada zaman Rasul, yaitu akad nikah 

via online,  sehingga tidak adanya nash secara jelas yang menjelaskan permasalahan 

tersebut.  

F. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah 

yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentuan topik, pengumpulan 

data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.18 Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kat-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat 

diamati.19 Penelitian kualitatif menekankan bahwa data yang diperoleh dalam 

bentuk verbal atau kata-kata dan dianalisis tanpa menggunakan teknik 

statistik.20 

 
18 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulannya, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 2. 

19 Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, cet. ke-III, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), 

hlm. 9. 

20 Etta Mamang S, dan Sopiah, Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 

(Yogyakarta: C.V Andi Offset), hlm. 26. 
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Adapun apabila ditinjau dari perspektif tempat penelitian maka penelitian 

ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (Library 

Research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunkan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil peneliti 

terdahulu.21 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini berifat deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar 

fenomena yang diselidiki.22 Dalam penelitian ini berarti mendekripsikan 

mengenai akad nikah yang dilakukan secara online.  

Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan 

dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara 

memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk 

sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya.23 Komperatif adalah 

penelitain yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih untuk 

mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari 

objek yang telah diteliti.24 Adapun yang menjadi bahan komperasi dalam 

 
21 Ibid., hlm. 28. 

22 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63 

23 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59 

24 Undang Yaripudin dkk, “Studi Komparatif Penerapan Metode Hierarchical, K-Means 

dan Self Organizing Maps (SOM) Clustering Pada Basis Data”, Jurnal Istek, Vol. 7: 1, (Juli, 2013), 

hlm. 135. 



13 
 

penelitian ini adalah fatwa Majelis Tarjih dan Jadid Muhammadiyah dan 

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang akad nikah via online. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunaan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan 

diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.25 Data primer dalam penelitian 

ini adalah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang membahas tentang akad nikah via 

online serta kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, teisis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.26 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini baik berupa buku, jurnal, maupun 

karya ilmiah lain. 

 
25 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1, (Malang: 

UMM press, 2009), hlm. 112.  

26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 

hlm. 106. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengkajian isi dokumen (content analysis). Pengkajian isi dokumen 

merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, 

gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Termasuk dalam dokumen 

itu adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang 

memungkinkan perolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan saja.27 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji 

ketentuan hukum pada objek penelitian melalui dua variabel yang 

dikomparasikan, yaitu menganai status hukum akad nikah via online dalam 

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail 

Nahdlatul Ulama. 

6. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

 
27 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualilatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Surakarta: 2014),  hlm. 143. 
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dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya.28 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga analisis data 

dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian, yakni sejak peneliti 

mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan lapangan.29 

G. Sitematika Pembahasan 

Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penelitian ini 

dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan. Adapun sistematika 

pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II adalah tinjauan umum, bab ini membahas tentang perkawinan dalam 

Islam dan adamu wujūdi  an-naṣ fi al-mas’alah.. Dalam bab ini mencakup 

pembahasan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat 

perkawinan dan akad nikah via online. Kemudian membahas mengenai adamu 

wujūdi  an-naṣ fi al-mas’alah (tidak adanya nash dalam suatu masalah). 

BAB III membahas hukum akad nikah via online menurut Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. 

 
28 M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan A, Meyodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-1, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 245. 

29 Ibid., hlm. 267. 
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Pembahasan dalam bab ini mencakup sejarah terbentuknya Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama serta 

metode istinbath yang digunakan kedua lembaga tersebut. Kemudian pada bab ini 

dibahas hukum akad nikah via online menurut Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. 

BAB IV adalah analisis terhadap pandagan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum 

aakd nikah via online. Bab ini mencakup penjelasan mengenai penyebab perbedaan 

pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul 

Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum aakd nikah via online. Bab ini juga 

membahas mengenai metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam 

menetapkan fatwa akad nikah via online. 

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah 

yang diangkat. Kemudian saran yang berisi ususlan maupun kritik penulis terhadap 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelasakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian sebagai jawaban atas rumusan 

masalah yang dijabarkan pada pendahuluan, sebagai berikut. 

Pertama, penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah dengan lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pada 

hakikatnya mencakup: (1) tidak adanya nash tentang akad nikah via online sehingga 

berimbas kepada perbedaan dalam memahami konsep ittihad majelis dan juga (2) 

perbedaan dalam metode istinbath hukum. 

Kedua, metode istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa tentang akad nikah via video call (online) 

adalah metode burhani. Sedangkan metode istinbath yang digunakan oleh Lembaga 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan tentang akad nikah via video 

call (online) adalah metode qauli. 

B. Saran 

Untuk para calon suami istri yang ingin melaksanakan pernikahan alangkah 

baiknya melaksnakaan pernikahan secara normal, yaitu secara offline, untuk 

meminimalisir hal-hal yang berdampak negatif. Adapun apabila kondisi tidak 

memungkinkan untuk dilakukan secara offline, dapat menggunakan perantara 
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media online dengan syarat tidak ada unsur penipuan di dalamnya, atau dapat pula 

melaksanakan pernikahan dengan cara perwakilan.  
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